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Penganggaran berbasis kinerja adalah suatu pendekatan dalam sistem
penganggaran yang memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dan kinerja
yang diharapkan, sehingga dapat memberikan informasi tentang efektivitas dan
efisiensi kegiatan. Meskipun Pemerintah Indonesia telah mengamanatkan
penganggaran berbasis kinerja, namun demikian, sampai dengan saat ini belum
sepenuhnya dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga dan dalam praktiknya
masih formalistik. Penerapan penganggaran berbasis kinerja memang tidak
mudah, butuh proses panjang untuk bisa mengimplementasikannya dengan baik.
Dalam proses penganggaran, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat telah
menerapkan penganggaran berbasis kinerja, namun demikian realisasi
penyerapan anggarannya selalu rendah terutama dalam lima tahun terakhir.
Berdasarkan kondisi tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui
penganggaran berbasis kinerja pada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat
Kementerian Perhubungan. Penelitian ini adalah untuk memverifikasi hipotesis
dengan menggunakan metode penelitian analisis kualitatif deskriptif. Metode
analisis kualitatif yang digunakan adalah membandingkan penyusunan
penganggaran berbasis kinerja pada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat
Kementerian Perhubungan dengan teori penganggaran berbasis kinerja,
terutama mengacu pada prinsip-prinsip utama yang digunakan dalam
penganggaran berbasis kinerja, Output and outcome oriented, Let the manager
manages, dan money follow program. Hasil analisis yang dilakukan menunjukan
bahwa pelaksanaan penganggaran berbasis kinerja pada Direktorat Jenderal
Perhubungan Darat secara umum telah dilakukan, dalam arti terdapat
keterkaitan antara pendanaan dengan hasil yang diharapkan, hamun masih ada
hal-hal yang harus ditingkatkan, terutama dalam hal merumuskan informasi
kinerja dalam dokumen penganggaran.

Kata kunci : Penganggaran Berbasis Kinerja, Direktorat Jenderal Perhubungan
Darat.
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Performance based budgeting is budgeting system that emphasizes the
relationship between funding and expected results, so that it can provide
information about the effectiveness and efficiency of activities. Although the
Government of Indonesia has mandated performance based budgeting, however,
up to now it has not been fully implemented by Ministries/Institutions and in
practice is still formalistic. Implementation of performance based budgeting is
indeed not easy, it takes a long process to be able to implement it properly. In
the budgeting process, the Directorate General of Land Transportation of the
Ministry of Transportation has implemented performance based budgeting,
however the realization of budget absorption has always been low especially in
the lat five years. Based on these conditions, the purpose of this research is to
find out performance based budgeting at the Directorate General of Land
Transportation of the Ministry of Transportation. This research is to verify
hypotheses using descriptive qualitative analysis research methods. The
qualitative analysis method used is to compare the preparation of performance
based budgeting at the Directorate General of land Transportation of the Ministry
of Transportation with the theory of performance based budgeting, especially
realting to the main principles used in performance based budgeting, output and
outcome oriented, let the manager manages, and money follow program. The
results of the analysis conducted show that the implementation of performance
based budgeting at the Directorate General of Land Transportation of the
Ministry of Transportation in general has been carried out in the sense of a link
between funding and expected results, however there are still things that must
be improved, especially in terms of preparing performance information in
documents the budgeting.

Keywords : Performance based budgeting, Direktorat General of Land
Transportation.
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BAB I

PERMASALAHAN PENELITIAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Penyelenggaraan pelayanan publik yang baik dan adil serta produk
dan jasa yang berkualitas dari pemerintah sangatlah diharapkan oleh
masyarakat. Namun demikian dalam prakteknya selama ini, harapan
tersebut tidak selalu dapat dipenuhi oleh pemerintah, baik oleh pemerintah
pusat maupun oleh pemerintah daerah. Pada saat ini rakyat semakin kritis
mempertanyakan akan nilai yang akan mereka peroleh atas pelayanan yang
dilakukan oleh instansi pemerintah, sehingga muncul tuntutan agar
organisasi sektor publik dapat segera melakukan reformasi diantaranya
adalah reformasi di bidang keuangan negara, dengan menerapkan
paradigma baru yaitu prinsip-prinsip clean government (pemerintah yang
bersih) dan good governance (kepemerintahan yang baik).

Mardiasmo (2002:27) menyebutkan bahwa reformasi di bidang
keuangan negara meliputi lima bidang sebagai berikut, yaitu:
1. Reformasi Sistem Pembiayaan (financing reform);
2. Reformasi Sistem Penganggaran (budgeting reform);
3. Reformasi Sistem Akuntansi (accounting reform);
4. Reformasi Sistem Pemeriksaan (audit reform);
5. Reformasi Sistem Manajemen Keuangan Daerah (financial management

reform).



Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan tata kelola
kepemerintahan yang baik dibidang pengelolaan keuangan negara, antara
lain dengan diterbitkannya paket Undang-undang di bidang Keuangan
Negara yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab, serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sebagai tindak
lanjut terhadap pelaksanaan pelaksanaan peraturan perundang-undangan
tersebut, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 21
Tahun 2004 untuk selanjutnya digantikan dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
Kementerian/Lembaga, yang menegaskan bahwa rencana kerja dan
anggaran yang disusun oleh Kementerian/Lembaga harus mengacu pada 3
(tiga) pilar sistem penganggaran, yaitu (1) Penganggaran Terpadu (unified
budget); (2) Kerangka Pembangunan Jangka Menengah (KPJM) atau biasa
disebut dengan Medium Term Expenditure Framework (MTEF); dan (3)
Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) atau biasa disebut Performance Based

Budget (PBB).

Dalam pelaksanaannya, dari ketiga pendekatan sistem penganggaran
tersebut diatas, lebih berfokus pada penganggaran berbasis kinerja. Kedua
pendekatan lainnya (anggaran terpadu dan kerangka pengeluaran jangka
menengah) pada dasarnya dilakukan dalam rangka mendukung penerapan

penganggaran berbasis kinerja. Penganggaran terpadu merupakan prasyarat



penerapan penganggaran berbasis kinerja, sedangkan pendekatan kerangka
pengeluaran jangka menengah merupakan jaminan kontinuitas penyediaan
anggaran kegiatan karena telah dirancang hingga tiga atau lima tahun

kedepan.

Ciri utama penganggaran berbasis kinerja adalah anggaran yang
disusun memperhatikan keterkaitan antara pendanaan (/nput) dengan hasil
yang diharapkan (output/outcomes), sehingga dapat memberikan informasi

tentang efektivitas dan efisiensi kegiatan.

Ciri utama tersebut sampai saat ini belum tercermin dalam dokumen

perencanaan dan penganggaran yang ada. Penyebabnya antara lain adalah:

1. Belum digunakannya resource envelope sebagai landasan penyusunan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan
Renstra K/L;

2. Program dan kegiatan belum dapat digunakan sebagai alat untuk
mengukur tingkat efektivitas pencapaian sasaran pembangunan nasional
dan efisiensi belanja;

3. Program dan kegiatan juga belum dapat digunakan sebagai alat untuk
mengukur akuntabilitas kinerja suatu unit kerja;

4. Pada tingkat operasional masih ada beberapa pertanyaan mendasar
mengenai keterkaitan dokumen perencanaan dan anggarannya.
Misalnya bagaimana melakukan penilaian terhadap keterkaitan program
dengan sasaran pembangunan nasional; keterkaitan kegiatan dengan

program; dan keterkaitan indikator keluaran dengan keluarannya.



Salah satu aspek yang paling sulit dalam penganggaran berbasis
kinerja adalah mendefinisikan target kinerja yang dapat diukur secara handal

dan teratur (Hager. Greg. Hobson. Alice. Wilson. Ginny., 2001, p. 13-15).

Meskipun Pemerintah Indonesia telah mengamanatkan penganggaran
berbasis kinerja, namun demikian sampai saat ini belum sepenuhnya dapat
dilaksanakan dan dalam prakteknya masih bersifat formalistic. Penerapan
penganggaran berbasis kinerja memang tidak mudah, butuh proses yang

cukup lama untuk dapat menerapkannya dengan benar.

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat adalah salah satu unit eselon
I di kementerian Perhubungan yang mempunyai tugas menyelenggarakan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang transportasi darat. Dalam
proses penganggarannya, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat
Kementerian Perhubungan telah menerapkan penganggaran berbasis
kinerja, namun demikian realisasi penyerapan anggarannya selalu rendah,

dalam 7 (tujuh) tahun terakhir selalu di bawah 95% setiap tahunnya.



Tabel 1
Data Realisasi Penyerapan Anggaran
Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2006 — 2018

Tahun Pagu Realisasi Pers(t(e%r:)tase
2006 749,622,114,000 716,765,513,146 95.62
2007 1,317,511,288,000 1,235,730,466,969 93.79
2008 1,821,187,629,000 1,704,283,328,663 93.58
2009 1,895,468,785,000 1,657,686,284,207 87.46
2010 1,838,442,619,000 1,720,448,105,890 93.58
2011 2,095,941,061,000 2,012,965,839,085 96.04
2012 2,859,805,219,000 2,589,876,427,144 90.56
2013 3,013,165,225,000 2,677,615,627,446 88.86
2014 3,619,419,968,000 3,230,641,366,381 89.26
2015 6,077,124,600,000 5,629,821,787,269 92.64
2016 3,518,426,925,000 2,836,894,157,566 80.63
2017 3,925,065,770,000 3,468,660,902,808 88.37
2018 4,955,730,267,000 4,479,864,016,571 90.40

37,686,911,470,000 33,961,253,823,145 90.11

Sumber : Data BI DJA Kemenkeu tanggal 12 juni 2019

Dalam table tersebut, diatas terlihat bahwa rata-rata realisasi
penyerapan anggaran per Tahun setelah melakukan penganggaran berbasis

kinerja yaitu antara Tahun 2012-2018 relatif lebih kecil dibandingkan



sebelum menerapkan penganggaran berbasis kinerja yaitu antara Tahun

2006-2010.

Pencapaian kinerja utama Ditjen Perhubungan Darat yang telah

ditetapkan dalam renstra, selama kurun waktu Tahun 2015-2019, sebagai

berikut:
Tabel 2
Beberapa Capaian Kinerja Utama
Direktorat Jenderal Perhubungan Darat
Tahun 2015 - 2019
No Uraian Target | Capaian | Keterangan

1 Keperintisan Angkutan Jalan 291 307 | Trayek

2 Pembangunan Halte Sungai 10 10 | Halte

3 Pembangunan Terminal Baru 20 6 | Terminal

dan Lanjutan

4 Pembangunan Pelabuhan 27 16 | Pelabuhan
Penyeberangan Baru dan
Lanjutan

5 Kapal Penyeberangan Baru 14 8 | Kapal
dan Lanjutan

6 Bus Rapid Transit 327 100 | Bus

7 Bus Angkutan 120 120 | Bus
Umum/Pelajar/Mahasiswa

8 Subsidi Operasional 249 228 | Lintas
Keperintisan Angkutan SDP

9 Paket ATCS Baru dan Lanjutan 29 17 | Unit

10 | Operasional Terminal Tipe A 143 98 | Terminal

Sumber : Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, per September
2019

Dari tabel di atas terlihat bahwa dari semua target yang telah

ditetapkan dalam renstra, ada yang tercapai dan ada yang tidak tercapai.



Capaian yang tidak tercapai paling mencolok adalah pada pengadaan Bus
Rapid Transit yang ditargetkan mencapai 327 Bus namun hanya terpenuhi
sebanyak 100 bus, begitu pula pada target pengoperasian Terminal Tipe A
yang ditargetkan dapat beroperasi sebanyak 143 Terminal, namun hanya

dapat dioperasikan sebanyak 98 Terminal.

Dari seluruh uraian sebelumnya, maka penulis mencoba untuk
memetakan empat hal yang menjadi perhatian, yaitu : 1) Direktorat Jenderal
Perhubungan Darat memiliki tugas dan kewenangan yang sangat signifikan;
2) Ditjen Perhubungan Darat mendapatkan alokasi anggaran yang cukup
besar setiap tahunnya; 3) Penyerapan anggaran setiap tahunnya selalu
rendah; dan 4) Tidak semua target yang telah ditetapkan dalam Renstra

tercapai.

Keempat hal tersebut menjadi latar belakang dan alasan penulis
untuk melakukan penelitian dengan judul “Penganggaran Berbasis Kinerja

pada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat”.

Fokus Permasalahan

Masalah pokok dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan
penganggaran berbasis kinerja di Direktorat Jenderal Perhubungan Darat
Kementerian Perhubungan?
Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui
penganggaran berbasis kinerja di Direktorat Jenderal Perhubungan Darat

Kementerian Perhubungan.



Manfaat dari penelitian ini antara lain adalah:

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berharga
mengenai pelaksanaan penganggaran berbasis kinerja pada Direktorat
Jenderal Perhubungan Darat.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai
masukan/pertimbangkan/rekomendasi  untuk  Direktorat  Jenderal
Perhubungan Darat dalam mengambil keputusan/kebijakan mengenai
pelaksanaan penganggaran berbasis kinerja.

Sebagai masukan bagi semua pihak yang memerlukan informasi
mengenai pelaksanaan penganggaran berbasis kinerja pada Direktorat

Jenderal Perhubungan Darat.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Ditjen Perhubungan Darat pada dasarnya telah menerapkan penganggaran

berdasarkan pada landasan konseptual Penganggaran Berbasis Kinerja,

antara lain:

1.

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat telah melakukan alokasi
anggaran yang berorientasi pada kinerja atau output dan outcome
oriented dalam arti alokasi anggaran yang disusun oleh Direktorat
Jenderal Perhubungan Darat dalam dokumen rencana kerja dan
anggaran telah dilaksanakan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-
besarnya dengan menggunakan sumberdaya yang efisien, dan program
serta kegiatan dilakukan untuk mencapai hasil dan keluaran yang telah
ditetapkan dalam rencana. Perubahan terhadap renstra semula juga
masih sesuai konsep penganggaran berbasis kinerja, dimana ada unsur
fleksibilitas, namun tetap menjaga akuntabilitas. Pencapaian Output
yang cukup besar namun demikian masih terdapat beberapa hal yang
harus diperbaiki, seperti penentuan Output dan Satuan Output yang
harus lebih jelas dan terukur jangan lagi menggunakan satuan paket
atau layanan pada kegiatan teknisnya.

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat juga tidak terlalu kaku dalam

menyikapi dokumen penganggaran yang sudah ditetapkan sebelumnya,
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terdapat fleksibilitas pengelolaan anggaran kepada KPA untuk mencapai
hasil yang telah ditetapkan dengan tetap menjaga prinsip akuntabilitas,
dalam hal ini cara dan tahapan kegiatan beserta alokasi anggaran pada
saat perencanaan hanya merupakan dasar dalam pelaksanaan kegiatan,
hal ini telah sejalan dengan prinsip penganggaran berbasis kinerja yaitu
Let the Manager Manages. Penerapan prinsip inipun juga didukung oleh
Kementerian Keuangan melalui Peraturan Menteri Keuangan tentang
Standar Biaya Masukan. Namun demikian, penerapan prinsip Let the
Manager Manages menuntut Kuasa Pengguna Anggaran dan jajarannya
untuk mengetahui peraturan penganggaran dengan lebih baik antara
lain dalam penggunaan kode Bagan Akun Standar dan penyiapan
dokumen penganggaran secara cepat dan tepat. Penggunaan akun yang
tidak sesuai dan lambatnya penyiapan dokumen pendukung
penganggaran pada beberapa Satker di Lingkungan Ditjen Perhubungan
Darat, berakibat pada lambatnya proses penyerapan dananya karena
alokasi anggaran yang sudah ada dalam DIPA tidak bisa langsung
dicairkan, sehingga harus dilakukan revisi DIPA terlebih dahulu.

Ditjen Perhubungan Darat telah melakukan pendekatan penganggaran
dan perencanaan pembangunan berbagai program prioritas sejalan
dengan visi dan misi presiden, dalam rangka mewujudkan
pembangunan yang langsung dapat dirasakan manfaatnya oleh
masyarakat luas. Sehingga dapat peneliti sampaikan bahwa
pengalokasian anggaran dan perencanaan yang dilakukan oleh Ditjen

Perhubungan Darat telah sesuai dengan prinsip penganggaran berbasis
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kinerja yaitu money follow program. Namun demikian, terkait bantuan
kepada pemerintah daerah/masyarakat, perlu ada perbaikan dari segi
governance atau tata kelolanya, Ditjen Perhubungan Darat diharapkan
segera membuat Standar Operasional dan Prosedur (SOP) terkait
belanja bantuan apakah dalam bentuk Alat/Bangunan/Pelabuhan/Kapal
yang akan diserahkan ke pemerintah daerah atau masyarakat, jika
bantuan tersebut memang itu masih wilayah diskresi Kementerian
Perhubungan, namun demikian jika bantuan tersebut bukan wilayah
diskresi Kementerian Perhubungan seharusnya Ditjen Perhubungan
Darat meminta semacam surat penugasan sebelum melaksanakan
pekerjaannya agar governance tetap terjaga dan Ditjen Perhubungan
Darat dapat melakukan reviu atas target yang sudah ditetapkan dalam
renstra.

Ditjen Perhubungan Darat masih mengandalkan APBN yang sangat
terbatas dalam pencapaian target renstranya, belum terlalu
mengembangkan pembiayaan kreatif seperti Pembiayaan Infrastruktur
Non APBN (PINA) ataupun skema Kerjasama Pemerintah Badan Usaha
(KPBU). Ditjen Perhubungan Darat diharapkan dapat mengembangkan
alternatif pembiayaan dengan mengandeng pihak swasta atau badan
usaha untuk ikut serta membangun yang menjadi bidang tugas Ditjen

Perhubungan Darat.
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B. Saran

1.

Ditjen Perhubungan Darat segera memperbaiki informasi kinerjanya
dengan merubah output dan satuan output yang lebih jelas dan terukur
sesuai penganggaran berbasis kinerja, tentunya dengan terlebih dahulu
melakukan Fokus Group Discussion (FGD) baik terkait perencanaan,
pelaksanaan, maupun saat melakukan evaluasi anggaran, dan
senantiasa berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dalam hal ini
Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) dan Kementerian Perencanaan
Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
(Bappenas). Perbaikan informasi kinerja pada level output dan satuan
output yang dapat dilakukan antara lain semula Output Layanan
Pengelolaan Transportasi Jalan dengan satuan outputnya Paket, dapat
diganti atau dirinci menjadi Pembangunan Terminal dengan satuan
outputnya Terminal, Pembangunan UPPKB/Jembatan Timbang dengan
satuan UPPKB/Jembatan timbang.

Ditjen Perhubungan Darat dapat berkoordinasi dengan Kementerian
Keuangan baik dengan DJA, Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB)
dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), jika menemukan
kesulitan dalam menentukan Bagan Akun Standar yang sesuai dengan
pekerjaan yang dilakukan.

Terkait keterbatasan anggaran, Ditjen Perhubungan Darat dapat
menggunakan skema pembiayaan kreatif dalam rangka membiayai
kegiatan yang menjadi bidang tugasnya seperti Pembiayaan

Infrastruktur Non APBN (PINA) ataupun skema Kerjasama Pemerintah
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Badan Usaha (KPBU). Senantiasa berkoordinasi dengan Kementerian
Keuangan baik dengan DJA, DIJPPR dan Bappenas dalam mencari
alternatif pembiayaan kreatif. Ditjen Perhubungan Darat dapat
menyiasati kekurangan personel dalam pengoperasian UPPKB/Jembatan
Timbang dengan memanfaatkan teknologi antara lain penggunaan CCTV
dan alat pindai untuk mengukur dimensi dan berat suatu kendaraan
sehingga tidak terlalu tergantung pada jumlah personel dalam
pengoperasian UPPKB/Jembatan Timbang, dan mempercepat proses
pelimpahan personel dari Pemerintah Daerah ke Ditjen Perhubungan
Darat Kementerian Perhubungan agar Pengelolaan Terminal Tipe A dan

UPPKB/Jembatan Timbang dapat dilaksanakan dengan baik.
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